GUBERNUR GORONTALO

| | .
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
~ NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG
|

DELAYANAN DPENYELENGGARAAN TBADAH HAJI DI PROVINSI GORONTALO

Menimbang

i
DENGAN KAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONT ALO,

a. bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga

negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;

b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib
~dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya,
untuk itu upaya penyempurnaan Sistem  dan manajemen

f:.\'penyelenggaraan ibadah haji khusus;riya di Daerah Provinsi

Gorontalo f)erlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji
berjalan dengan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi
semangat keadilan, transpgransi dan akuntabilitas public;

'¢. bahwa dalam rangka pelak%anaan ketentuan pasal 11 ayat (3), ayat

(4) dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengaturan mengenai biaya
operasional penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi

‘jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya dari

debarkasi ke daerah asal perlu ditetapkan dengan Peraturan

! ]

Daerah; , ;

d bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah
Provinsi Gorontalo tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Di Provinsi Gorontalo. f \7
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Mengingat : L

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara

. (Lembaran iNegara RepuBIik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3,

Tambahan Eembaran Nega;ra Republik Indonesia Nomor 2374);

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3273 );

-Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan 1fLembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 1995
Nomor 3612) sebagaimana! telah diubah “dengan Undang-Undang
Nomor 17 fahun 2006 (Lémbaran Negafa Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan I,iembara'_n Negafa Tahun 2006 Nomor 4661);

Undang-Unc{ang Nomor 3'8 Tahun 2000 tehtang Pembentukan
Provinsi Go}rontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Uembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang- Unqang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah( beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 4844);
Uhdang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
_, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor 4338);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2008 tentahg Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negar,ia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan

Lembaran N|egara Nomor 5061); \7
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10.

14.

15.

{
|

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 teriténg Keimigrasian
(Lembaran ;Negara Republlik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 20i1 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Ncpmor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5235);

Peraturan Péemerintah Nomfor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Qaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemermtahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi daﬁ Pemerintahain Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republlk!IndoneSIa Nomor 4737);

. Peraturan Pémermtah Nomior 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah HaJ| (Lembaran Negara Republnk Indonesia Tahun 2012
Nomor Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor );
Peraturan PIemenntah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Kelmlgra5|an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5409); |

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keua’ngan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pendaftaran’ Haji sebagairhana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008.

. Peraturan Menteri Dalam Negen Repubhk Indonesia Nomor 53

Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; \7
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717. Peraturan Menteri Agarﬁa Nomor 04 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Hb]l Reguler; |
:18. Peraturan Menten Agama Nomor 03. Tahun 2013 tentang
~ Pengelolaan Asrama Haji. | |
19. Keputusan ‘- Menteri Ke§ehatan Republik Indonesia Nomor
442/Menkes‘/SK/VI/2009 itentang Pedoman Penyelenggaraan
Kesehatan Haji Indonesia;
20. Keputusan Menteri Agama ?Nomor 160 Tahun 2012 tentang Sumber
Pembiayaan dan Kompong‘en Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
~ Reguler. . |
21. Peraturan daerah Provinsi éGorontan Nomor 3 Tahun 2006 tentang
, Pengelolaan? Keuangan .Déerah- (Lem.baran Daerah Provinsi
" Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E).
. Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
Lo | dan | |
GUBERNUR GORONTALO
" MEMUTUSKAN :

t ) i i

i |

 Menetapkan : - PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN

- IBADAH HAJI DI PROVINSI GORONTALO

| BAB I|

i o

| KETENTUAN UMUM
| -

, ; Pasal 1|
' . i :

-Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.

|

Daerah adalaﬁ Provinsi Goront‘alo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinffﬁi Gorontalo

Gubernur adalah Gubernur Gorontalo i

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebaga| unsur penyelenggara pemerintahan
daerah. ' i .
Ibadah Haji adalah rukun Islarh yang kelima )jlang merupakan kéWajiban sekali seumur

hidup bagi setiap orang Islam iyang mampu rrilenunaikannya. - \j
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Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah§ yang selanjutnya disebut PPIHD adalah

petugas haji yang mengelola Qelayanan kepada jemaah haji di Provinsi Gorontalo dan
unsur pendukung lainnya. '

Tim Pemandu Haji Daerah yang selan]utnya disebut TPHD adalah petugas yang
menyertai Jerpaah Haji yang bertugas membenkan pelayanan umum bagi Jemaah
Haji. _ !

Tim Kesehatah Haji Daerah ya];ng selanjutnya?disebut TKHD Provinsi Gorontalo adalah
Tim yang bertugas membenkan pembinaan -pelayanan dan perlindungan kesehatan
yang dlperlukan oleh Jemaah HaJ| | ‘
Tim Pendampung dan Pemantau Haji Daerah yang selanjutnya disebut TPPHD adalah
tim yang bertugas memantau dan ~mengawasi  pengelolaan  pelayanan
penyelenggaraan ibadah haji. | -

Pembinaan Lokal yang selanjutnya disebut Pembinaan, adalah serangkaian kegiatan
yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jemaah haji Provinsi Gorontalo.
Daerah asal adalah wilayah dofnisili jemaah héji yaitu Provinsi Gorontalo.

Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.

Embarkasi Haji Antara adaiah tempat bemberangkatan jemaah haji menuju
Embarkasi. '

Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah ha]I dari Arab Saudi.

Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesna yang beragama islam dan telah
mendaftarkan, diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dngan persyaratan yang
dltetapkan | |

Ibadah Haji R‘eguler adalah iBadah haji yangij dilaksanakan oleh pemerintah dengan
pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.

Konsumsi Lokal yang selanjutnya disebut Konsumsi adalah pelayanan makanan dan
minuman bagi: PPIHD di asrama haji dan di;: bandara transit, dan bagi jemaah haji

diberikan di bandara transit. | :

. Transportasi lokal yang selanjutnya disebut Transportasi adalah pengangkutan yang

disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke
daerah asal. | | :

. Pelayanan adélah perlakuan Yang disediakajn bagi jemaah haji Pfoyinsi Gorontalo

meliputi transbortasi, akomodési, konsumsi, f%kesehatan, pembinaan, keamanan, dan
infrastruktur, serta pelayanan Kepabeahan im’igrasi, karantina kesehatan yang sumber
pembiayaan yang berkaitan dengan pelayanan Kepabeanan dan Cukai dibebankan
kepada APBN, sumber pemblayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Provm§| Gorontalo i l : j
| | , P
i i | :
| | , |
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- -20. Biaya operasional lokal yang selanjutnya diseput Biaya Operasional adalah biaya yang

I
bersumber dan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Provinsi Gorontalo untuk
| membiayai sebaglan atau seIuruh proses pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

| |

: | BABII

i , ' AZAS DAN TUJUAN

f '~ Bagian Kesatu

! oo Azas :
Pasal 2 .

; f | | |

Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan,

keadilan, profesionjal, akuntabilitas Edan prinsip nirlé‘aba.

' Bagian Kedha
Tujuan

; | Pasal 3 |

Tujuan dari Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Ha]l adalah sebagal berikut :

a. Memberikan pelayanan yang optlmal dalam proses penyelenggaraan ibadah haji mulai

! dari tahap persiapan di daerah asal, Embérkasi Haji Antara, 'Embarkasi, tempat
pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, Debarkas:, sampai kembali ke daerah asal,
agar diperoleh kemudahan, kenyamanan dan keamanan beribadah haji.

b. Membantu mengurangi beban biaya bagi jemaah haji reguler.

BAB III |
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4 i

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara ibadah haji di daerah berkewajiban melakukan
pelayanan yang optimal meliputi: pembinaan dan perlindungan dengan menyediakan
layanan administrasi, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, keamanan
dan infrastruktur pendukung yang dlperlukan oleh jemaah haji sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan

. | |
BABIV
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Umum !

Pasal 5

(1) Pelayanan penyelenggaraan lbadah haji melqput| unsur kebijakan, pelaksanaan dan
~ pengawasan. ; :

f(2) Kebijakan dan Fpelaksanaan daléam pelayanan benyelenggaraan ibadah haji merupakan
~ tugas daerah yang menjadi tané_:;gung jawab Pemerintah Daerah. J

! ] |
i : :



.1 . (3) Gubernur mengangkat Panitia- Penyelenggara Ibadah Haji Daerahv(PPIHD), petugas
yang menyertal jemaah haji sebagan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim

L Kesehatan Ha]: Daerah (TKHD), serta Tim Pendamplng dan Pemantau Haji Daerah

(TPPHD) yangidltetapkan deng@n Keputusan Gubernur.

S | o ' Bagian KedLa

W o Panitia Per;)yelenggara Iba;dah Haji Daerah

| | Pasal 6

N | | |

(1) PPIHD sebagalmana dlmaksud pasal 5 ayat (3) di tingkat Provinsi terdiri dari unsur
Pemerintah P_rov:n5| Gorontélo Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

/i Gorontalo, Kantor Imigrasi Kelas I Proviﬁsi Gorontalo, Kantor Pabean, Kantor

. Kesehatan Pelabuhan Kepol151an Daerah, Kantor bandara Djalaludin, Kantor Otoritas

{ li" ' Bandara dan PT Angkasa Pura ‘

Q | (2) PPIHD bertugas mengelola pelayanan penyelenggaraan |badah haJ|

! | i :
RIE 'i | | Bagian Ketiga

l Pasal 7
| i |
(1) TPHD sebagaimana dimaksud, pada pasal 5, ayat (3) terdiri dari orang-orang yang

t
i

|
} P ITnm Pemandu Ha_]l Daerah
{
|
|

b memiliki pengalaman dalam pe‘wyuluhan dan pendampmgan Jemaah haji.

(2) TPHD bertugas melakukan penyuluhan dan pendampmgan kepada jemaah haji mulai
dari daerah asal Embarkasi HaJ| Antara, Arab Saudi, Debarkasu sampai kembali ke
Embarkasi Haji Antara dan daelLah asal. §

| |
Bagian Keempat
o Tim Kesehatan éHaji Daerah
Pasali8

(1) TKHD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) terdiri dari Dokter dan perawat
yang profesional. | ' | |

(2) TKHD bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada Jemaah haJ| untuk tindakan
pertolongan pertama, pencegahan penyakit, pemersksaan kesehatan, dan pengobatan
mulai dari Asrama haji Embarkési Antara, sambai kembali. |

. :
i .
- ' ¢
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Bagian Kellma

Tim Pendampmg dan Pemantau Haji Daerah
Pasal 9

(1) TPPHD sebagdimana dimaksud pada pasal 5 %ayat (3) terdiri dari unsur Anggota DPRD
Provinsi Gorohtalo, Pemerintah Provinsi Gprontalo, Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Gorontalo, danidari unsur Ma§yarakat '

(2) TPPHD bertugas mendampmgl memantau dan mengawasi pelaksanaan pelayanan
penyelenggaraan ibadah haji.

(3) TPPHD bertugas mulai dari EHA, Embarkasi, Arab Saudi, Debarkasi, sampai kembali ke
EHA dan asrama haji;

i
i

(4) TPPHD wajib memberikan Iapdran evaluasi tertulis kepada Gubernur paling lfambat 60
hari kerja setelah kepulangan seluruh jemaah 5haji di daerah asal.
Pasal 10
(1) Tata cara pembentukan PPIHD, TPHD, TKHD, dan TPPHD sebagaimana dimaksud
~ pada pasal 5 ayat (3), diatur déngan Peraturan Gubernur.
(2) Biaya opera5|onal PPIHD, TPHD TKHD, dan TPPHD sebagaimana dimaksud pada pasal
5 ayat (3), dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

H

Gorontalo | | |
; BAB V i

| KOORDINASI

; i Pasal 11 i
i |

(1) Gubernur berkoordinasi dengah pimpinan ins:tansi vertikal atau instansi terkait dalam
pelayanan pényelenggaraan iibadah haji ‘:di tingkat provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota : . |

(2) Instansi vertlkal yang dlmaksud pada ayat (1) diantaranya adalah Kantor Wilayah
Kementerian Agama, Kantor Pabean Kantor IlmlgraSI Kantor Bandara, Kantor Otoritas
Bandara, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan PT' Angkasa Pura.: "

(3) Pelaksana teknls kegiatan pelayanan penyelenggaraan ibadah hajl d| tlngkat Provinsi

dilaksanakan oleh PPIHD Provinsi Gorontalo. |

i f 4 \7
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BAB VI |
PELAYANAN
Bagian Kes:;atu
Transportasi
Pasal 12i

(1) Pelayanan transporta5| darat dan asrama haJi embarkasi antara gorontalo ke bandara
- djalaluddin dan dari bandara djalaluddin kp asrama haji embarkasi antara serta
pelayanan Transporta5| udara dan Bandara DJaIaludln ke bandara embarkasi dan dari
bandara debarkasi ke Bandara DJalaluddln Gorontalo

(2) Komponen pemblayaan pelayanan transporta5| udara Jemaah haji darl daerah asal ke
Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal sebagaimana dtmaksud pada ayat (1)
meliputi biaya: ; o
a. Tiket pesawat pergi pulang dan airport tax
b. Asuransi | |
c. Security dan Porter bandara :

d. Pelayanan bagasi |

e. Bus apron bandara | |

-h

Makanan rir?gan dan makan?n berat pergi Rulang

(3) Komponen pembiayaan transportasi darat pergi pulang dari asrama haji ke bandara
djalaluddin sebagaimana ayat (1) meliputi : ’
a. Sewa alat angkut darat perg| pulang
b. Asuransi
c. Pelayanan bagasi {

4) Trahsportasi j?maah haji bersifat khusus (charter) dan bukan transportasi umum
(reguler). B | ‘

(5) Koordinasi untuk kelancaran pelayanan transportasi jemaah haji dilakukan oleh PPIHD.

(6) PPIHD waijib mengadakan kesepakatan dalam bentuk kontrak kerja dengan penyedia
transportasi uﬁtuk jemaah haji. |

(7) Penyedia transportasi adalah perusahaan transportasn berbadan hukum

(8) Pembiayaan untuk pelayanan transportasu sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Gorontalo. ;

’ | (9) Besarnya btaya sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dutetapkan dengan

Keputusan Gubernur
(10) Biaya pelayanan transportasi}jemaah haji fseba-gaimana dimaksud pada ayat (8)
diberikan kepaida Jemaah Haji Reguler sekali seumur hidup.
T
i
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(1)

(2)

(3)
[C)

(5)

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

| |

| | Bagian Kedua
Pembinaan

| Pasal 13!

Pembinaan jémaah haiji melipﬁlti : |

]
I |

a. Penyuluhén i

b. Pendampingan '
Penyuluhan dan Pendampmgan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penyuluhan dan pendampmgan bagi Jemaah haji mulai dari tahap persiapan,
manasik, dalam perjalanan, pelaksanaan |badah haji di Arab Saudi, dan sampai
kembali ke asrama haji Gorontalo ?

Penyuluhan dan Pendamplngan sebagalmana dimaksud dengan ayat (1) dilakukan
oleh TPHD berkoordinasi dengan TPHL |

Pembiayaan untuk pembinaan Jemaah haji Eibebankan pada Ahggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo o

Tata cara pembunaan dan besarnya pembnayaan sebagaimana dlmaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dltetapka]n dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Konsumsi;
Pasal 14

Konsumsi diberikan kepada jemaah calon h‘aji dan jemaah haji selama di bandara
embarkasi dan debarkasi. ' |

Konsumsi untuk PPIHD, TPHD TKHD dlberlkan di asrama haji, dan di bandara
embarkasih dan Debarkasi. |

Pelayanan konsumsi dilakukan oleh PPIHD Provinsi Gorontalo.

Pembiayaan untuk konsumsi jemaah calon haji dan jemaah haji serta PPIHD
sebagaimana ' dimaksud pada ayat (1) dari ayat (2) dlbebankan pada Anggaran
Pendapatan d?n Belanja Daerah Provinsi Gorqntalo. '

' Bagian Keempat B
Kesehatan
Pasal 15 '

Pelayanan kesehatan jemafc;h haji melibuti tindakan pertolongan pertama,
pencegahan, pemeliharaan pemeriksaan dar'p pengobatan.

Pelayanan kesehatan dllakukan oleh TKHD berkoordmasn dengan TKHI mulai dari
tahap pers:apan di asrama haJI Embarkasi :Ha]I Antara, Embarka5|, pelaksanaan di

Arab Saudi, D?barkaSI, dan kembali ke Embarékasi Haji Antara asrama haji. J

' ' 10
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, |
, Bagian Kellma
,  Kepabeanan, lImlgra5| dan Karantlna Kesehatan

Pasal 16,
|

(1) Pelayanan Kepabeanan |m|gra5| dan Kantor Kesehatan Pelabuhan jemaah haji

(2)

5(1)

)

3)

(1)

{
meliputi : ¢ f _ 1

~a. Barang bawaan Jemaah Haji yang dlpersamakan dengan barang pribadi

penumpang, sehingga terhadapnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan
b. Pemenksaan Kesehatan tahap akhir bagn Jemaah Haji.
. Penerbltan Paspor. |
d. Border Control Management atau sistem Ialu lintas orang keluar/masuk di dan ke

Wilayah IndoneSIa ‘ o
Pelayanan Kepabeanan lmlgras« dan Kantor Kesehatan Pelabuhan jemaah haji
dllaksanakan oleh instansi terkalt di Embarkasi Haji Antara.
Biaya operasuonal Pelayanan [Kepabeanan, imigrasi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan
untuk jemaah haji melekat pada kewenangan tugas dan fungsi instansi vertikal
terkait.

| ] Bagian Keenam
Infrastruktur

{ Pasal 17|

Infrastruktur - pelayanan hfaji berupa ;pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaanl sarana dan prz;sarana pendukung penyelenggaraan ibadah haji yang
meliputi : ‘ ' | -
a. Asrama haji dan fasilitasnya
b. Bandara dén fasilitasnya

c. Alat Border Control Management (BCM) !

d. Teknologi informasi pelayanan penyelenggaraan haiji. _

Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan instansi vertikal/terkait.

Pembiayaan infrastruktur sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dllaksanakan sesuai

ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
' Pasal 18

Pelayanan dan pembiayaan untuk Penyeleng'garaan ibadah haji di Provinsi Gorontalo
diberikan dan dikelola oleh‘E PPIHD Provi;nsi Gorontalo sebagai - penyelenggara

kegiatan. | : - ' \7



"(2) PPIHD Provinsi Gorontalo sebégaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaba? tentang pelayanan dan pengelolaan pembiayaan
penyelenggaraan ibadah hajif kepada Gubeﬁnur paling lambat 30 hari kerja setelah
penyelenggaraan ibadah haji $elesai. ’

BAB VIII'
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlakuisejak tanggal ciitetapkan
Agar setiap orang mengetahumya memerlntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provm5| Gorontalo

P i

, :
9 i

Bl | ! B RUSLI HABIBIE

| | Diundangkan di Gorontalo l' |
i ! pada tanggal - 25 .'-iJun_i 2013 ] [

i ‘ ! !

B
’ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
i .

"1 prof. DR, Ir. Hi. WINARNI MONOAREA, M.S |
i PEMBINA UTAMA | |
I NIP 19621121 198503 2001 ?

l

| ,
| LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR G5
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i | PENJELASAN
. OATAS -
" PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia adalah sebuah perwujudah nyata bahwa
negara menJamm kebebasan dan kemerdekaan warganya yang beragama Islam
untuk beribadah. Terlebih karena Ibadah Haji merupakan Rukun Islam kelima yang
wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam sekali seumur hidup bagi yang mampu
melakukannya. Dalam pelaksanaannya, negara pun bertanggung jawab dan terlibat
dalam memasﬁkan pelayanaﬁannya, sehinéga kenyamanan, keamanan dan
pembinaannya bisa berjalan baik dan membei'i kepuasan kepada masyarakat yang
menunaikan Ibadah Haiji setlap tahunnya. Inllah yang menjadi sebab mengapa
pelaksanaan ibadah haji di Indone5|a merupakan sebuah “tugas nasional”, terlebih
karena mellbatkan banyak plhak di dalam dan di luar negeri, sehingga hal ini
berhubungan Jelas dengan martabat bangsa IndoneSIa di negara lain.,

1. PASAL DEMI PASAL | |

Pasal 1 ; . |
Cukup jelas[ | |
Pasal 2 | i
Yang dimaksud dengan Asa.? Kemanusiaan adalah fasilitasi pemerintah daerah
terhadap penyelenggaraan ibadah haji harus memenuhi asas kemanusiaan
dengan senantiasa memberikan perlindungén dan kemudahan pelayanan kepada
jemaah haJ| seperti menylediakan transp’ortasi lokal, pemondokan lokal, dan
konsumsi lokal yang layak dan manu5|aw1, Asas Keadilan adalah untuk
memenuhi asas keadilan, maka seluruh pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
harus mencerminkan rasa keadilan dan proporsxonal terhadap setiap jemaah
haji. Rasa keadilan dan propor5|onal ini Juga mencakup pemberian pelayanan
hanva sekah bagi jemaah | ha]l reguler; Asas Profesional adalah pengelolaan
pelaksanaan dan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan
secara terorgamsur tertle terukur, dan tersedianya SDM pengelola yang
memadai; Azas Transparanfs/ adalah bahw% pembentukan peraturan daerah ini,

baik mulai dari perencanaan, penyusunan dan serta pengesahan dan
i [ H
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|
|

penetapann%ya harus melibaitkan masyaral%at dengan memberikan kesempatan
yang selua§—luasnya untukémemberikan rﬁasukan Keterlibatan masyarakat ini
dapat mula| diwujudkan seJak penyusunan naskah akedemik, pembahasan
ranperda, ,dan penetapar{nya Asas Akuntabilitas berarti bahwa dalam
pelaksanaan peraturan daérah ini, selurtih pengelolaan keuangan dilakukan
secara terbuka dan dapat dipertanggungjéwabkan' Azas Nirlaba artinya bahwa

pengelolaan pelayanan pehyelenggaraan haji tidak mengambil keuntungan
|

'
i

finansial. 1

Pasal 3 : N

|
1 | !
! ]

Huruf a |
Yang dimak%ud dengan “peliayanan yang ogptimal" adalah siste,rh pe"rlakuan yang
dilakukan para penyelenggaira dan 'petuga;s, haji yang diberikan. kepada jemaah
haji sehingga memperoleh kemudahan, kenyamaman dan keamanan. Pelayanan
ini dilakukan oleh petugas yang dibentuk ol%h Gubernur yang bertugas sejak dari
daerah asaI;hingga ke Arab I;Saudi dan dari /i\rab Saudi hingga ke daerah asal.
Huruf b -

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Cukup jelase

Pasal 6 : i

Cukup jelas

Pasal 7

i
i

Pasal 8

Cukup jelas; é

Cukup Jelas

Pasal 9 | ;

i

Ayat (1) - _ |
Cukup jelas
Ayat ) i
Tugas TPPHD dnmaksudkan untuk mendukung pencapaian pelayanan
penyelenggaraan ha]I yang lebih optlmal Tugas pokok TPPHD dijalankan
seJakn dari daerah asal hingga ke Arab Saudi dengan tUJuan untuk
memastlkan akuntabilitas dan kuahtas pelayanan haJ| di  Provinsi

Gorontalo. | ;
| ; , .



Ayat (3)
Cukup jelas. | }
Ayat (4) | |
1 Cukup jelas. | |
iPasal 10 : } |
Cukup jelasz
Pasal 11 :
Cukup jelas, (
Pasal 12 |
| ~ Cukup jelas§ ! !
‘Pasal 13 ,
Cukup jelas |
gPasaI 14 | | |
o Aat()) |
? Yand dimaksud denéan Bandara einbarkasi dan debarkasi bagi jemaah
‘ haji Corontalo adalat{ Bandara Inter‘!nasional Sultan Hasanuddin Makassar
di Maros. ;
Ayat (2) |
Cukup jelas. |
Ayat (3)
Cukup jelas. |
Ayat (4) | i
Cukup jelas. ‘
Pasal 15 |
Ayat (1)

Yang dimaksud dehgan “Pelayanén Kesehatan Jemaah Haji” adalah
perlakuan profesionaf yang dikerjakain oleh Tim Medis seﬁca'ra terkoordinasi
yang disertai dengan dokumenta;si/rekaman medis yang memenuhi
standar pelayanan kesehatan yang diatur oleh peraturan perundang-
unda;ngan Indonesia dan/atau meménuhi standar internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas. | ' o J
Pasal 16 : | o

Cukup jelas.
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Pasal 17 ,
Ayat (1) §
 Cukup jelas. |
Ayat(2) | |
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan
mfrastruktur” adalah tlndakan-tlndakan terencana dan terorganisasi yang
men]amun_ semua fasilitas pelayanan jemaah haji bisa dimanfaatkan
, deng-an baik dengan mutu yané terjamin. Hal ‘ini.'"membutuhkan
| pengaturan tersendm dengan merUJuk peraturan-peraturan yang ada
menglngat posisi Gorontalo sebagan Embarkasi Haji Antara (EHA) dengan
| fung?l-funga khusus yang menyertalgnya.
Ayat (3) ; :
i Cuku‘ip jelas. !
'Pasal 18 ; |
Cukup Jelas |
IPasaI 19 | :
| Cukup jélas;. f | |
| I
jTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PF{(OVINSI GORO:NTALO NOMOR @5
| | |

| |
| |
|
| :
;
| {
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